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ABSTRACT 

The concept of the sea toll program as the transportation of marine logistics with 

the aim of connecting major ports in the archipelago so that it is hoped that the 

existence of this sea toll will be able to connect ports to remote areas. This study 

examines the implementation of the policy of the Minister of Transportation of the 

Republic of Indonesia Number PM 23 of 2019 concerning Tariffs for Transporting 

Goods at Sea to Carry out Public Service Obligations carried out by the Tanjung 

Perak Main Port Authority. This study aims to describe and analyze the 

implementation of the sea toll policy at the Tanjung Perak Surabaya Main Port 

Authority Office along with the inhibiting and supporting factors. This research uses 

qualitative research methods with a case study approach with data collection 

techniques through interviews, observations, and documentation. This research 

uses qualitative research methods with a case study approach with data collection 

techniques through interviews, observations, and documentation. The results of the 

study using George Edward III's theory of public policy implementation show that the 

implementation of the Sea Toll Policy has been carried out well by the Tanjung 

Perak Surabaya Main Port Authority Office. The supporting factors are resources, 

bureaucratic structure and SOPs at the Tanjung Perak Main Port Authority Office 

which are already good to ensure the smooth operation of the sea toll, while the 

inhibiting factor is the imbalance of backloads on the sea toll route at the main port 

of Tanjung Perak, Surabaya. 
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ABSTRAK 

Konsep dari program Tol Laut sebagai pengangkutan logistik kelautan dengan 

tujuan menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di nusantara 

sehingga diharapkan dengan adanya tol laut ini dapat menghubungkan pelabuhan-

pelabuhan ke daerah-daerah terpencil. Penelitian ini mengkaji implementasi 

kebijakan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 23 Tahun 2019 

Tentang Tarif Angkutan Barang Di Laut Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan 

Publik yang dilaksanakan oleh Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak. Penelitian 

ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang Implementasi 

Kebijakan Tol laut di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya 

beserta faktor penghambat dan pendukungnya. Riset ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan 

data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian dengan 

menggunakan teori implementasi kebijakan publik George Edward III menunjukkan 

bahwa Implementasi Kebijakan Tol Laut sudah dijalankan dengan baik oleh Kantor 
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Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya. Faktor pendukungnya yaitu 
sumber daya, struktur birokrasi dan SOP di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama 
Tanjung Perak yang sudah berjalan dengan baik untuk menjamin kelancaran tol laut 
sedangkan faktor penghambatnya adalah adanya ketidakseimbangan muatan balik 
pada trayek Tol Laut di Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya.  
 

 Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pelabuhan, Tol Laut 

 

PENDAHULUAN 

Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada lampiran Perpres 

Nomor 59 Tahun 2017 menguraikan tujuan global, yang akan dilaksanakan oleh K/L terkait. 

Terdapat pada tujuan global yang berbunyi “Melestarikan dan pemanfaatan laut serta 

sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan”, wilayah 

laut Indonesia yang memiliki lebih luas dibandingkan daratan dan persilangan strategis 

antara dua samudera dan dua benua. Namun dalam pengelolaan serta perencanaannya masih 

sangat membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Salah satu efeknya adalah tentang 

pembangunan negara yang tidak merata. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya variasi harga 

antara satu pulau dengan pulau lainnya. Akibat tingginya biaya logistik, seperti semen di 

Jawa dan di kawasan timur Indonesia merasakan gap harga yang sangat tinggi tinggi 

(Saragih, 2017).  

Faktor biaya pengiriman barang dengan menggunakan jasa transportasi laut antar 

wilayah di Indonesia yang tinggi menyebabkan harga barang di daerah tujuan seperti di luar 

Pulau Jawa menjadi tinggi. Disparitas harga terjadi karena adanya perbedaan harga yang 

sangat signifikan atas suatu harga komoditas bahan pokok tertentu antar daerah dari tiga 

daerah yang didapat secara acak, misalnya kota Surabaya, Manokwari dan Jayapura, 

disparitas bervariasi dari 26% hingga 80% Disparitas harga memberikan efek ketidakadilan 

dalam kemakmuran antar daerah (Iqbal Nur et al., 2020). 

 Pembangunan tol lat diharapkan dapat menyelesaikan dan mengatasi kesenjangan harga 

pada Indonesia wilayah barat dan timur. Dengan adanya tol laut akan membentuk 

konektivitas antar wilayah yang menghubungkan wilayah 3TP (terdepan, terluar, tertinggal 

dan perbatasan) karena didukung oleh jalur transportasi laut berupa kapal reguler untuk 

menjamin ketersediaan lalu lintas laut. Tol Laut bertujuan untuk mengembangkan ekonomi 

maritim, dengan menjadikan laut sebagai basis konektivitas produksi dan pemasaran antar 

daerah/pulau di Indonesia dan regional. Pemerintah berharap dengan adanya program tol laut 

ini dapat menurunkan biaya logistik yang selama ini memegang kunci penting untuk 

disparitas harga yang terjadi antara pulau Jawa dan pulau non Jawa sehingga stabilitas harga 

barang maupun komoditas antar daerah dapat terjaga (Andilas & Yanggana, 2017).  

Pengertian tol laut dijelaskan dalam Pasal 1 pada Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 

2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari 

dan Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan yang mengatur terkait tol laut. 

Dimana regulasi tersebut menjelaskan bahwa tol laut adalah pelaksanaan pelayanan angkutan 

barang di laut dari Pelabuhan ke Pelabuhan lainnya dengan menggunakan mekanisme 

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang.  

Pada program Tol Laut yang dilaksanakan 2016 sampai dengan 2021 pemerintah telah 

berhasil membangun konektivitas kewajiban pelayanan publik Tol Laut logistik diantaranya 

pembangunan pelabuhan yang terus dikembangkan karena pelabuhan merupakan 

infrastruktur penting untuk membangun konektivitas dalam rangka melancarkan program 

Tol Laut. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pelabuhan di Indonesia pada tahun 2016 sebanyak 

31 pelabuhan singgah sampai tahun 2021 sudah mempunyai 103 pelabuhan yang terdiri dari 

7 pelabuhan transhipment, 4 pelabuhan pangkal, 92 pelabuhan singgah (Kantor Otoritas 

Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya, 2021). Disamping itu jumlah kapal yang bisa 

dioperasikan dari tahun 2016 sebanyak 6 kapal hingga 2021 kini sudah 32 kapal yang terdiri 

dari 14 kapal negara, 4 kapal PT Pelayaran Nasional Indonesia, 5 Kapal PT Angkutan Sungai 
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 Danau dan Penyeberangan Indonesia Ferry, dan 9 kapal swasta. Dengan adanya 

pembangunan kapal ini diharapkan dapat mempermudah mendistribusikan hasil industri 

yang dibutuhkan di daerah 3TP (Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya, 

2021). Begitu juga dengan jumlah trayek atau rute Tol Laut terus bertambah. Berawal 

dengan hanya 2 trayek pada tahun 2015. Kemudian menjadi 6 trayek di tahun 2016 sampai 

dengan 32 trayek pada tahun 2021 dan diberikan subsidi operasional kapal, subsidi kontainer 

serta subsidi muatan yang seluruhnya merupakan penugasan menjadi PT Pelayaran Nasional 

Indonesia 8 trayek, PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Indonesia Ferry 7 

trayek, PT Djakarta Lloyd 5 trayek dan pelelangan 12 trayek (swasta) yang terpilih PT 

Temas, PT Luas Line, PT Pelayaran Pelangi Tunggal Ika (Kantor Otoritas Pelabuhan Utama 

Tanjung Perak Surabaya, 2021).  

Volume komoditi yang diangkut juga menunjukkan peningkatan, yakni 81.404 ton/TEUs 

di tahun 2016 menjadi 362.560 ton/TEUs di tahun 2020 yang berarti mengalami peningkat 

sebesar 77 persen dalam 5 tahun. Pertumbuhan ini disebabkan karena bertambahnya trayek, 

pelabuhan, dan kapal. Namun demikian, volume muatan sewaktu berangkat ke daerah 3TP 

(terdepan, terluar, tertinggal dan perbatasan) dan muatan balik dari daerah 3TP (terdepan, 

terluar, tertinggal dan perbatasan) masih kurang imbalance trade sampai dengan Juni 2019, 

volume muatan yang diberangkatkan sebanyak 2.986 ton/TEUs, sedangkan muatan baliknya 

hanya 267 ton/TEUs. Gap muatan ini menunjukkan bahwa kegiatan industri di daerah 3TP 

(terdepan, terluar, tertinggal dan perbatasan) belum secara simultan dikembangkan (Kantor 

Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya, 2021). 

Jalur tol laut dari barat ke timur bisa menjadi masalah saat kapal yang dioperasikan tidak 

memperhatikan komposisi muatan. Dapat terjadi kekosongan muatan kapal saat pelayaran 

dilakukan di wilayah timur karena minimnya potensi muatan yang bisa diangkut. Hal ini 

kemudian akan berakibat pada naiknya biaya unit pelayaran kapal. Melihat realita 

ketidakseimbangan muatan di wilayah barat dan timur tersebut, perlu adanya suatu kajian 

yang dapat memberikan rekomendasi pengoperasian kapal pada jalur tol laut sehingga jalur 

pelayaran tol laut dapat terimplementasi secara efektif dan mampu memangkas biaya logistik 

(Zamal, 2016). 

 Pelabuhan Utama Tanjung Perak yakni pelabuhan pangkal terbanyak yang dilalui trayek 

tol laut yang berawal dan berakhir di pelabuhan di Kota Surabaya. Pada 2021 sedikitnya 50 

persen atau 15 trayek tol laut berlabuh di Tanjung Perak. Sebagian besar rutenya dari dan ke 

pelabuhan singgah di timur Indonesia. Meski demikian ada beberapa rute di Sulawesi dan 

Kalimantan yang disinggahi, meliputi pelabuhan Makassar, Tarakan dan Nunukan (Alatas, 

2021). 

Kementerian Perhubungan terus memacu peningkatan muatan balik kapal tol laut. Sejauh 

ini kendala yang dihadapi di setiap daerah hampir sama yaitu muatan balik. Kepala Otoritas 

Pelabuhan Utama Tanjung Perak juga mengakui muatan balik logistik yang dikirim dari 

Surabaya belum maksimal dikarenakan kurangnya memanfaatkan kapal tol laut secara 

optimal. muatan balik pun harus optimal agar tujuan untuk mencapai keseimbangan harga 

antar daerah bisa tercapai.  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis melakukan penelitian dengan judul 

“Implementasi Kebijakan Tol Laut”. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan untuk memperbaki komunikasi baik antar stakeholder terkait Tol Laut. 

Sehingga kebijakan Tol Laut dapat berjalan dengan optimal dan dapat memajukan 

perekonomian daerah 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Implementasi Kebijakan Laut 
 

Kebijakan publik muncul dari adanya kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh 

masyarakat. Pembuat kebijakan publik disebut dengan stakeholder yaitu pemerintah 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan azaz kepentingan masyarakat. 

Kebijakan publik diartikan sebagai sebuah hubungan dalam mencapai sasaran dan tujuan 

dari hasil akhir kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kekurangan dari sebuah  
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 kebijakan publik dapat diketahui setelah kebijakan tersebut dilaksanakan sedangkan 

keberhasilan dari sebuah kebijakan publik tersebut dapat dilihat dari dampak yang dihasilkan 

setelah pelaksanaan kebijakan (Desrinelti et al., 2021).  

Dasar kebijakan publik berasal dari konsep kebijakan. Menurut Lasswell & Kaplan 

(1970) bahwa kebijakan adalah “a projected program of goals, values and practices”, 

sedangkan definisi kebijakan menurut Anderson (2006) yaitu “Policy is defined as a 

relatively stable, purposive courses of action followed by an actor or set of actors in dealing 

with a problem or matter of concern”. Lebih lanjut pemahahaman kebijakan publik 

diungkapkan oleh Dye (1975) yaitu kebijakan publik sebagai "whatever government choose 

to do or not to do"(Anderson, 2006; Dye, 1975; Lasswell & Kaplan, 1970). 

Kebijakan publik merupakan sebuah kesepakatan yang mengatur ataupun suatu pilihan 

tindakan yang dilakukan secara langsung pada pengelolaan serta pendistribusian sumber 

daya alam, finansial dan manusia mengenai kepentingan publik yakni pada rakyat banyak, 

penduduk, masyarakat atau warga negara. Dilihat pada prosesnya kebijakan publik dapat 

didefinisikan sebagai hasil dari sebuah sinergi, kesepakatan atau bahkan kompetisi antara 

banyaknya gagasan, ideologi dan kepentingan yang mewakili sebuah sistem politik pada 

sebuah negara(Monica, 2022).  

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli yang mengungkapkan tentang pemahaman 

kebijakan publik maka kebijakan publik pada hakekatnya merupakan suatu bentuk aktivitas 

atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengatur kehidupan 

masyarakat agar dapat sesuai dengan yang dicita-citakan bersama. 

Pelaksanaan kebijakan dapat dimaknai sebagai sebuah proses dalam 

mengimplementasikan sebuah kebijakan. Grindle berpendapat bahwa implementasi 

merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program 

tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, 

program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap serta dapat disalurkan untuk mencapai 

sasaran. Jika pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan 

diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi 

kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik 

secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan (Akib, 

2010).   

Implementasi kebijakan menurut Edwards III diartikan sebagai bagian dari tahap proses 

kebijakan, yang posisinya berada di antara tahapan pembuatan kebijakan dan konsekuensi 

dari kebijakan tersebut (output, outcome). Lebih lanjut Edward III mengidentifikasi aspek-

aspek yang diduga berkontribusi terhadap implementasi kebijakan yang mempengaruhi 

pelaksanaan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak langsung dan masing-masing 

aspek saling mempengaruhi diantaranya: (i) Struktur Birokrasi/kewenangan; (ii) 

Komunikasi; (iii) Sumber daya; (iv) Disposisi (Kismartini & Nugraheni, 2020). 

 

METODE PENELITIAN 
 

Riset ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus 

(Creswell, 2013)dalam upaya untuk memahami implementasi kebijakan Tol Laut di Kantor 

Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya. Penelitian ini mengungkapkan fakta-

fakta empiris dengan naturalistik mengenai kebijakan Tol Laut yang dilaksanakan oleh 

Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya beserta faktor pendukung dan 

penghambatnya.  

Teknik pengumpulan data pada penelitian berikut dilaksanakan dengan melewati 3 (tiga) 

tahap yaitu: (1) Wawancara (interview) yang dilakukan secara terbuka dan terstruktur, dan 

pertanyaan yang memfokuskan pada permasalahan sehingga informasi yang dikumpulkan 

cukup lengkap dan mendalam. Wawancara kepada informan kunci yaitu Kepala Bidang Lalu 

Lintas Angkutan Laut Operasi dan Usaha Kepelabuhanan, dan informan pendukung yaitu 

Staf pelaksana di Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut Operasi dan Usaha Kepelabuhanan. (2) 

Observasi yaitu pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung maupun tidak 

langsung atau secara formal maupun informal digunakan untuk mengamati kegiatan-kegiatan  
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 terkait dengan tema penelitian, yaitu dengan melihat secara langsung implementasi 

kebijakan Tol Laut yang dilakukan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak 

Surabaya. (3) Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data 

sekunder berupa peraturan-peraturan, arsip dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan 

dengan kebijakan Tol Laut. 

Pada penelitian kualitatif, proses analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan 

data. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan Model Interaktif diantanya: (1) 

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi serta data sekunder 

lainnya sebagai bahan pelengkap dari penggunaan observasi dan wawancara dalam 

penelitian. (2) Reduksi data dilakukan dengan memilah data di lapangan yang relevan pada 

permasalahan dan dilakukan berulang selama proses penelitian berlangsung. (3) Penyajian 

data dilakukan setelah data direduksi atau dirangkum. (4) Penarikan kesimpulan 

dilaksanakan sesudah data direduksi serta disajikan yang berisikan jawaban dari rumusan 

masalah (Huberman et al., 2014).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kebijakan pelaksanaan program tol laut menurut Peraturan Menteri Perhubungan PM 

Nomor 23 Tahun 2019 mengenai Tarif Angkutan Barang di Laut untuk Melaksanakan 

Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation) adalah kebijakan yang disusun 

oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang mengacu Perpres Nomor 27 

Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan 

Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan. Implementasi 

kebijakan Tol Laut di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak dilihat dalam 

perspektif Edward III yaitu: 

 

1. Struktur Birokrasi 
Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak memiliki kewenangan dalam 

melaksanakan koordinasi persiapan pelaksanaan penerapan kebijakan tol laut, 

mengkoordinir pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan teknis penerapan kebijakan tol laut 

dan mengkoordinir pelaksanaan fasilitas, pemantauan, dalam pengupayaan penggunaan 

kapal Tol Laut dapat optimal dan juga mengawasi barang yang diangkut sesuai dengan 

peraturan Menteri Perdagangan. 

Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya dalam melaksanakan 

kebijakan Tol Laut sebagai pengawas, koordinator, dan sebagainya merupakan bagian dari 

SOP (Standard Operating Prosedures) yang berlaku di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama 

Tanjung Perak Surabaya. 

 

2. Komunikasi 
Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak dalam mengkomunikasikan kebijakan 

Tol Laut yaitu melalui SOP yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan yaitu mengenai 

prosedur tata cara penerbitan Shipping Instruction dari Shipper kepada operator kapal, 

terkait dengan pemesanan ruang muat kapal. Hal tersebut sebagai pencegahan adanya 

monopoli serta tidak adilnya pembagian ruangan muat kapal antara shipper dengan 

Pelabuhan/daerah tujuan tol laut di wilayah 3TP (terdepan, terluar, tertinggal dan 

perbatasan); untuk memberikan panduan kepada operator kapal Tol laut terkait standarisasi 

prosedur pembagian ruang muat tol laut secara adil dan teratur; untuk memastikan bahwa 

pengangkutan menggunakan subsidi tol laut dalam hal jumlah dan jenis barang pokok, 

barang penting serta barang penting lain telah sesuai dengan ketentuan peaturan yang 

berlaku. 

 

3. Sumber Daya 
Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak telah mempersiapkan sumber daya 

yang dibutuhkan dalam proses Implementasi Kebijakan Tol Laut baik dari segi sistem 

hingga sumber daya manusianya telah dipersiapkan sejak adanya wacana Tol Laut   
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digulirkan.  

Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak mendapatkan dukungan anggaran dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA) Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut. Anggaran tersebut digunakan 

untuk menyiapkan fasilitas pelabuhan hingga pembuatan aplikasi SITOLAUT demi 

kelancaran kebijakan tol laut. 

Sumber Daya Manusia (SDM) di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak 

sudah mencukupi serta menjalankan tugas fungsi pokok sesuai dengan bagiannya ditambah 

dengan adanya perkembangan teknologi saat ini dimanfaatkan untuk melaksanakan 

controling, dan pengawasan sehingga memudahkan penugasan SDM yang ada.  

Dalam rangka mengoptimalkan kelancaran program tol laut Kantor Otoritas Pelabuhan 

Utama Tanjung Perak menggunakan aplikasi SITOLAUT. Melalui aplikasi ini diharapkan 

program Tol Laut akan dapat melaksanakan layanan hingga ke end user. Melalui sistem ini 

pemesanan dan pembayaran menjadi terintegrasi sehingga diharapkan dapat memudahkan 

proses pendistribusian barang-barang logistik dari grosir hingga ke end user. Aplikasi 

SITOLAUT ini telah dimiliki dan dijalankan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Utama 

Tanjung Perak sejak tahun 2016. Manfaat dari aplikasi SITOLAUT yakni memberikan 

kemudahan melakukan purchase order. Dimana consignee dapat memilih sendiri, jasa 

pengurusan transportasi (JPT) dan jadwal kapal. Sedangkan regulator dapat dengan mudah 

memonitor proses bisnis yang terjadi dalam aplikasi SITOLAUT darimanapun. 

 

4. Disposisi 
Progam Tol Laut telah dilaksanakan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung 

Perak Surabaya secara optimal sesuai dengan SOP Kementerian Perhubungan. Adanya 

aplikasi SITOLAUT dapat mempermudah ruang gerak para implementor untuk 

mengkoordinir pelaksanaan fasilitas, pemantauan, dalam pengupayaan penggunaan kapal 

Tol Laut dapat optimal. Aplikasi SITOLAUT mempermudahkan para pelaku usaha terkait 

untuk mengakses layanan Tol Laut. Sebelumnya, proses layanan bongkar muat kapal 

dilakukan dengan cara manual. Program Tol Laut menjadi prioritas di Kantor Otoritas 

Pelabuhan Utama Tanjung Perak dengan adanya aplikasi SITOLAT dalam mempermudah 

para pelaku usaha dan operator dalam proses pelaksanaan Tol Laut. 

 

Faktor pendukung pada implementasi kebijakan Tol Laut di Kantor Otoritas Pelabuhan 

Utama Tanjung Perak Surabaya yaitu Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak 

dapat memahami dan memberikan kontribusi yang maksimal guna tercapainya hasil yang 

maksimal dalam implementasi kebijakan Tol Laut. Hal ini terlihat pada adanya kesiapan 

struktur birokrasi, sumber daya dan SOP untuk menciptakan keteraturan dalam pelaksanaan 

tugas-tugas dan memberikan kemudahan bagi pengguna jasa pelayanan publik serta 

memberikan kepastian hukum bagi para pelaksana dalam setiap pelaksanaan tugasnya. 

 Sedangkan faktor penghambat pada implementasi kebijakan Tol Laut di Kantor Otoritas 

Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya adalah terjadinya ketidakseimbangan muatan 

balik dikarenakan barang di setiap daerah masih belum masa panen dan juga ada batasan 

atau ketentuan dari Kementerian Perdagangan dalam mengatur bahan pokok dan bahan 

penting yang boleh diangkut dengan menggunakan kapal-kapal yang beroperasi untuk 

kepentingan Tol Laut. Terdapat 15 trayek yang berada di Pelabuhan Utama Tanjung Perak 

dan hanya 1 trayek yang mengalami kenaikan muatan serta 14 trayek lainnya yang masih 

belum seimbang (Gambar 1). 
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Gambar 1. Muatan Berangkat (Muat) dan Muatan Balik (Bongkar) di Pelabuhan Utama 

Tanjung Perak Surabaya Tahun 2021. (Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak 

Surabaya, 2021) 

 
 Berdasarkan Gambar 1 diatas terlihat bahwa dari 15 trayek Tol Laut yang ada di 

Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya hanya ada 1 trayek yang mengalami kenaikan 

muatan balik yakni dari pelabuhan Murotai dengan kode trayek T-15. Kantor Otoritas 

Pelabuhan Utama Tanjung Perak hanya menjalankan tugasnya sebagai pengawas dan 

mengkontrol kapal Tol Laut tetapi terkait barang yang diperbolehkan dimuat atau tidak 

sudah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Perdangangan. Sehingga keputusan untuk barang 

penting setiap daerah ada pada kewenangan Peraturan Menteri Perdagangan. 15 trayek Tol 

Laut beserta kode trayeknya di Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya dapat dijelaskan 

pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Kode Trayek Tol Lat dan Lokasi 

No Kode Lokasi 

1. H-1 Makassar, Tahuna 

2. H-2 Makassar, Bobong, Luwuk 

3. H-5 Merauke 

4. T-9 Oransbari, Wasior, Nabire, Serui, Waren, Sarmi 

5. T-10 Tidore, Morotai, Galela, Maba/Buli, Weda 

6. T-11 Fak-Fak, Kaimana, Timika, Agats, Elat 

7. T-12 Kalabahi, Kisar, Moa, Larat, Tepa 

8. T-13 Rote, Sabu 

9. T-14 Larantuka, lembata 

10. T-15 Makassar, Jailolo, Morotai 

11. T-16 Wanci, Namrole, P.Obi 

12. T-17 Saumlaki, Dobo 

13. T-18 Badas, Bima 

14. T-20 Tarakan, Nunukan 

15. T-21 Namlea 
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KESIMPULAN  

 Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Tol 

Laut di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya telah terlaksana sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Faktor Pendukung pada implementasi kebijakan Tol Laut di 

Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya adalah Kantor Otoritas 

Pelabuhan Utama Tanjung Perak memprioritaskan tugasnya untuk menjamin kelancaran Tol 

Laut dengan didukung struktur birokrasi, sumber daya dan SOP sehingga memberikan hasil 

yang maksimal dalam implementasi kebijakan Tol Laut. Sedangkan faktor penghambatnya 

adalah terjadinya ketidakseimbangan muatan balik yang ada pada trayek Tol Laut di 

Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya.  
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